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RINGKASAN

Kenyataan hingga saat ini pajak dapat memberikan kontribusi yang sangat
besar pada pemasukan pendapatan bagi pemerintah pusat dan menjadi tanggung
jawab daerah juga dalam menjalankan otonomi daerah. Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) merupakan salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
yang cukup penting untuk diberikan ruang khusus untuk diberikan
pelayanan.Untuk mencapai semua target yang dibebankan pada PAD, Pemerintah
Kota Malang mengeluarkan sebuah inovasi dalam hal meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam membayar pajak. Pada umumnya masyarakat tidak ingin
membayar pajak dengan alasan denda berupa bunga. Berkaitan dengan hal
tersebut Pemerintah Kota Malang mengeluarkan inovasi kebijakan untuk
menghapus sanksi Administratif berupa denda bagi yang terlambat membayar
pajak dengan program Sunset Policy.

Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif,
teknik penentuan informan yang dipilih purposive sampling, untuk menggali
informasi serta mengolah data menggunakan triangulasi teknik (wawancara,
observasi, dan dokumentasi). Analisa data yang dilakukan melalui data Ruduction,

data Display, dan Verification.

Hasil penelitian ini menunjukkan dalam pelaksanaan inovasi Sunset Policy
IV adalah sangat efektif sehingga dapat meningkatkan pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB). Masyarakat sangat antusias dalam mengikuti program yang

dikeluarkan oleh Kota Malang yaitu program Inovasi Sunset Policy.

Kata kunci: Inovasi Sunset Policy, Pelayanan Publik
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PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penghasilan paling besar di Indonesia adalah Pajak. Pada dasarnya pajak
dapat diartikan sebagai iuran wajib rakyat untuk negara berdasarkan
peraturan perundang undangan. Kurang lebih setengah penerimaan kas negara
berasal dari pajak. Oleh karena itu pemerintah harus mampu memasang
strategi atau kebijakan dalam pengelolaan pelayanan pajak. Pajak sangat
penting bagi Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan
dan kesejahteraan masyarakat.

Kenyataan hingga saat ini pajak dapat memberikan kontribusi yang
sangat besar pada pemasukan pendapatan pemerintah pusat dan menjadi
tanggung jawab daerah juga dalam menjalankan otonomi daerah. Dimana
daerah dapat mengelola masalah keuangan daerahnya sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pemerintah wajib menagih pajak
daerahnya masing-masing untuk meningkatkan keuangan daerah. Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu bagian dari Pendapatan Asli
Daerah Kota Malang yang cukup penting diberikan ruang khusus untuk
diberikan pelayanan.Untuk mencapai semua target yang dibebankan pada
PAD, Pemerintah Kota Malang mengeluarkan sebuah inovasi dalam hal dapat
membantu masyarakat dalam membayar pajak. Besarnya kontribusi Pajak

daerah dan retribusi daerah bagi daerah memaksa daerah untuk



mengeluarkan suatu kebijakan tertentu dalam pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) untuk meningkatkan Pendapatan Daerah yang dipergunakan
untuk membantu proses kinerja yang dilakukan oleh Daerah. Oleh sebab itu,
pemerintan Daerah mengeluarkan kebijakan inovasi pelayanan dalam
membantu masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Untuk mencapai semua target yang dibebankan pada PAD, Pemerintah Kota
Malang mengeluarkan sebuah inovasi dalam hal meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam membayar pajak. Pada umumnya masyarakat tidak ingin
membayar pajak dengan alasan denda berupa bunga. Berkaitan dengan hal
tersebut Pemerintah Kota Malang mengeluarkan inovasi kebijakan untuk
menghapus sanksi Administratif berupa denda bagi yang terlambat membayar
pajak dengan program Sunset Policy.

Sunset Policy ini merupakan program yang dikeluarkan pemerintah
daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk membayar
Pajak Bumi dan Bangunan. Dimna masyarakat dapat membayar tunggakan
pajak dalam masa tertentu tanpa dikenai sanksi administratif berupa denda.
Adanya Sunset Policy ini juga dilatarbelakangi karena selama ini masyarakat
tidak membayar pajak PBB dengan alasan denda/tunggakan yang begitu
besar. Dengan adanya inovasi berupa program sunset policy diharapkan
dapat membantu masyarakat dalam membayar pajak serta menambah
pendapatan daerah dari PBB.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Larasati

(2017) dalam Jurnal Reformasi dengan judul Evaluasi Program Inovasi



Sunset Policy Di Kota Malang Guna Menurunkan Angka Tunggakan Pajak
Bumi Dan Bangunan Perkotaan, bahwa hasil dari Sunset Policy 1 mampu
menjadi solusi dalam mengurangi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB). Serta penelitian yang dilakukan oleh Larasati dan Restyaningrum
(2018) yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy 1 Dan Il
Oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang , yang dalam pelaksanaan
nya sudah sangat baik dan mampu bekerja sama dengan semua pihak. Melihat
dari hasil program sunset policy | dan Il sudah sangat baik mampu menjadi
solusi walaupun ada beberapa kendala kurangnya sumber daya manusia.
Karena keberhasilan Sunset Policy I, 11, dan 111 dalam membantu masyarakat
membayar tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan, maka pemerintah Kota
Malang mengeluarkan Sunset Policy IV. Program Sunset Policy IV
dilaksanakan selama 3 bulan yaitu mulai pada tanggal 17 Agustus 2019
sampai dengan 17 November 2019. Program inovasi ini menekan pada
penghapusan denda/sanksi administratif pajak. Realita sekarang masih
banyak masyarakat kecil yang menunggak Pajak Bumi dan Bangunan dan
kesulitan membayar denda 2%/bulan. Pada umumnya masyarakat tidak mau
membayar denda atau tunggakan dengan berbagai alasan yang dikeluarkan.
Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul
yaitu “Inovasi Sunset Policy 1V dalam meningkatkan pembayaran pajak

bumi dan bangunan”.



1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah yang akan
dibahas sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan program pelayanan inovasi Sunset Policy untuk
meningkatkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program

pelayanan inovasi “Sunset Policy IV"?

1.3 TUJUAN PENELITIAN
1. Untuk mengetahui pelaksanaan program pelayanan inovasi “Sunset
Policy IV” dalam meningkatkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB).
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan

program pelayanan “Sunset Policy IV”.

1.4 MANFAAT PENELITIAN
Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat bagi:
1. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pertimbangan Administrasi
Publik dan sebagai bahan referensi yang dapat digunakan pihak lain
untuk penyusunan penelitian lebih lanjut terkait Inovasi Pelayanan

Publik.



2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memperluas
pengetahuan peneliti serta menjadi tolak ukur bagi mahasiswa
Administrasi Publik untuk mempersiapkan diri terjun ke dalam dunia
kerja.

b. Bagi Badan Pelayanan Pajak Daerah, Kota Malang
Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pelaksanaan program

inovasi pelayanan “Sunset Policy IV”.
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